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SALIITAN

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 9lO/1867/$J Tanggal 17 April
2Ol7 tentang Implementasi Transaksi Non T\rnai pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa
paling lama daerah telah menerapkan pada tanggal 1 Januari
2018;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan
pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan, maka perlu
ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 5g$agaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangaa Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara.
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BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPA"I NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka perbaikan . Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,
perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 35 Tahun 2O14 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2O14 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaa-n Keuangan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;
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Mengingat I Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pemben(ukan Daerah Otonom Kabupaten-I(abupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O91);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (l-mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbanqan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O2l);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Ta.hun 2OLO Nomor 123, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5156);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairna.ra
telal diubah beberapa kali terakhir dengan Peratural Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Peruba-han
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah @erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol 1 Nomor 31O);

11. Peraturan Menteri Dalam Negegi Republik Indonesia, Nomor
64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014
Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Talrun 2076 tentang Pembentukan Dal Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (kmbaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17

Tahun 2O16 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (l*mbaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2O16 Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2O16
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2O17
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor
83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (B€rita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 2O);

17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2L Tahvn 2OLT

tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam
Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Benglulu Utara
Tahun 2Ol7 Nomor 21).
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TAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOIAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasa-l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara @erita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Peruba,han Atas
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2O15 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam lampiran IV huruf B. Prosedur Pengajuan SPP sampai dengan
Penerbitan SP2D untuk formulir Kwitansi, format a.l Berita Acara Hasil
Pengadaan l,angsung (BAHPL), format a.2 Hasil Survey Barang dan huruf D.
format dan tata cara pengisian Buku Bendahara Pengeluaran/ B,endahara
Pembantu dan Register angka 1. Buku Kas Umum (BI(U) huruf a. Format BKU
diubah sebagaimana tercantum dalam la.mpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratura:r Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran fV ditambahkan format Pengesahan
Pertanggungiawaban, Pengantar SPJ, taporan Kendali Kegiatal,' Rincian
Pengeluaran Perkegiatan, Rekap Pajak, Daftar Honor, la.poran Pelaksanaan
Aktivitas, Rincian Objek Belanja, Berita Acara Negosiasi Harga, dan la.poran
Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratural Bupati ini.
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3. Ketentuan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah treberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

4. Ketentuan mengenai Sistem dal Prosedur Pengelolaan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagiamana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3s rahun 2ol4 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
ditambahkan 3 (tiga) l,amptan yaitu Lampiran IX DEPOSITO, Lampiran X
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TRANSAKSI NoN TUNAI dan Lampiran x KUASA PENGGUNA ANGGARAN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ya,g merupaka' b.gian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkar di Arga Makmur
pada tanggal 20 Jlrri 2Ol7

BUPATI BENGKULU UTARA,

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 20 Juni 2Ol7

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

HARYADI

BEzuTA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAI,A BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ANDI DAMAL., S.H., M.Hum
NIP. 19690423200212 | OO3
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Kode Rekering
Nama Rekning

LAMPIRAN IV

: ..-.. (Diisi kog. Keg. RirciaD Objck Bcfsnja)

: ..... (Dii8i naEa ri[ci8r objck belEnje]

KWITANSI

l,rrDas Bayar .,..,....

Bcrrd. FcBBch,laran

PERATI'RAN BI'PATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 Tt*rcN 2017
TENTANG PERIJBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2OT4
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOIAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

2OB

AJ

nt

)a

l'ri

re

rsr

u€
Tshun soggsraa
Noraor

(Diild TA)

( Diisi N@or Kdtansi)

Sudah diteriEa
dari BcDdahara PengeluaraD SKPD

BaDyakrya Uang ............ [Diisi DalaE Huru0

Uotuk
Pembayargn

( Diisi Sesuai Kepcrluan)

1Mr4W. ............ ( Diisi d.l.n An*!)

IlaEa
mP.......,..

Il.o.
IIP....,.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB BENGKULU UTARA

I DANIAL.. S.H., M.Hum
NrP. 19690423 2002t2 1 003

Arga Malqlur,

PPAK Yalg TeriDa

I(aEr
xIP..........

I(rEa
rrP. -.-.-----

BUPATI BENGKULU UTARA,

MIAN

MENGE-TAHUI /
MENYETUJUI

Pengguna Anggaran

ts

trd a.

il

ta

i secukupnya

PEUERNTTAII KABI'PATEII BEITGKI'LU ITTARA

IKOPspD]
ARGA MAKMUR

I

TAI

{T.r
20.
,D(
izu

Format Kwitansi
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Lampiran IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PERIJBAHAN IGDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN
2OI4 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOI,AAN KEUANGAN
DAERAH I(ABUPATEN BENGKULU
UTARA

Format Berita Acara Hasil Pensadaan Lanssune

DMAA/BADAT/TAIMOR TABI'PIITTI{ BENGEI'LU ITTARA

PEIABAT PEITGADAAT BARAITG/JAAA

TAEIIT ATMARAII ........

2

DERITA ICARA EAAIL PEIGADA T LATOAI'TG (BAEPLI

loEot :

I(egiatan
Pcledaarr
l,okesi
SuEber Dara
Tahu.a Algara!

Pada hari ini ......,... tarygEl ................. buL! ..................... tabua Pejabat P.agodsEo BEa!&/Jasa SKPD Tabuq
Angga.ran ........, bcrtlopat di SLPD D(outusl(an hg3il proEa pcngedqan laDgscEg pebt pcLr.jeE tccbut dirt s &b.aEi bc!'ikut

B€rdassrkan hal-hal s.bagai berikut :

s- Hesil an ?ry beraag;
b. B€rita Acara Ne8osiari ( Bila ada);
c. Keputusea Bupati Bclgkulu Utra NoEor tlntalg St Ddar HargB Setuea Rcgiooat

P.oeriatah l(abupatla B.aAkulu Utara Tahun Alggsf,@ ......-.
At88 dalar t !'!cbut pada tro. 1 , B.'saoa id adal-h hasil proes pengadas lalgqlDS t cL..jsan $batEioaDa bcrikut :

NalraFerusshra! :

Nama PiEpine :

Nasat Pcruchrcn :

3. Ritrcian diEaksud i

Keter€.ogan: Harga Tot8l Sudah TerEasuk FajakdU

Sclanjubya pqiabat pcrBdaa bualg/jala sckaligus Ddrct4ka! tas pcogadaro l,a[gsuD8 pqeet Fkerjaan dimaksud
dan dis€Dpsika kepada FcagEuna AngtaraD.

De6iki.a ELrita Acare gesil Feogadaarc Le!8st!g ini dibu.t dal@ rqoEkE, secuLupDya den ultuk dip..8u!ele
scbagaiEaEa EcEtinl'a-

...,....-........., fqndr,el bula! tahutl

Fejabat Faryadaatr Baratrg/Jasa

,klrs r..,'or.!o

4

1

2

dst

Jnil-h Tot l

BUPATI BENGKTJLU I}TARA,"

ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

S BEN KULU UTARA

NrP. 19690423 200212 1003
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I..A,MPIRAN ry PERATURAN BI.,PATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHIJN 2017
TENTANG PERUBAI{AN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN
2OI4 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOIAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU I.rTARA

Format Hasil Survey Barans

DE{AS/BA.DAN/XAIfTOR KABI'PATEN BENGKT'LU UTARA

PU'ABAT PEITGADAT.IT BARAXG/JASA

TAEITT AItcGARtr ...:....

IIASIL SI'RVET BARAI{G

Narna Toko/ Perusahaan

Alalaat

Pelaksana Survey
Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa

NIP

c tat n: Surveg barang minimal dilalotkan di 2 (&ta) sumber informosi

tanggal bulan tahun

Iokesi Survey
{Nama Toko/ Perusahaan}

Pimpinan Toko/ Perusahaan

1

o

3

4

dst

BI.JPATI BENGKI,,ILU UIARA,

ttd

M IAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGI.AN HUKUM
SE"TDAKAB BENGKULU UTARA

I DANIAL., S.H., M.Hum
NrP. 19690423 200212 1003
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LAMPIRAN rv: PERr{TURr{{ BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 TAHVN 2otz
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

lKoP Dtr{A8/ BrDAr{/KrXtOE
BT'KI' I(A8 I'U['U BETDAITARA PEXGELUARAT
Periode 20:or s/d 2On<

Kode SKPD
Nama SKPD
Pengguna Anggaran

( diiri kode SKPD)
( diiei nama SKPD)
( diioi nama pengguna anggaran/kuasa)

Bendahara uaran

Jumlah penerimaan periode ini/bulan ini
Jumlah pengeluaran Bampai dengan p€riodc lalu/bulan lalu
Jumlah pengeluaran sampai dengan pcriode ini/bulan ini
Sisa Kas

Pada hari ini tangSal 2Oro(
olch kami didapatkan kae dalam penguasaan Bcndahara Pengeluaran sebcsar Rp
tcrdiri dari :

Kss'IUnai Rp
Ba.rtk Rp
Surat Berharge lrinnya Rp

Jumlah Rp

UcnSrtrhul,
PGnttulr A.Bgtu.!

NIP

diisi nama Bendahara Pen

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

tanggal/ bulan/ tahun

Bcn.hhara Pclgcluana

NIP

ro KODE REKEIIITO I.,N AX TIOHOR BT'KTI PEI{GELUARAIT AALDO

4 5I |, 3 6 7 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB BENGKULU UTARA

DID S.H.

BUPATI BENGKULU [,TTARA,
ttd

MIAN

rcuxl >

T{IL PETTERIXAT

LlrII
NIP. 196904232002L2 | OO3



I.AMPIRAN TV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2OT7
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2OT4
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGEI.OIAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format Pensesahan SPJ

PEXGEEAIIAN SI'RAT PERTANGGUNG'AWABAN

Nomor Pengesahan

Kegiatan
Pagu Dana
SKPD

Pengguna Anggaran
Bendahar:a Pengeluaran
PPTK

Bulan/Periode
T,ahun Anggaran

TERIMA DANA BULAN INI
TERIMA DANA S/D BUT.AN LALU
JI'UUTB TERIUA DATA
SPJ UP/GU/TU/LS BULAN INI
SPJ S/D BULAN I..{LU
JI'UI,AE sPJ
AISA

2oxx

Kepala SKPD

KODE REKEITING BELITITJA I'RAIAN
AEgSaran SPJ

LS IIP/GU/TUfr Ifr
.hunlah

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

I DANIAL. .H. M.H
NIP. 19690423 200212 1 003
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LAMPTRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAIIAN KEDUA ATA:
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2O1.
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUI
PENGEIT)IAAN KEUANGAN DAERAI
KABUPATEN BENGKULU I,'TARA

-

.ARA

\TAS
2074
DUR
RAH

Format Penssntar SPJ

PEUERINTATI KABIIPATEN BEI{GI('LU UTARA
I KOP Sr{PD ]

rsny

uas

SURAT PENGANTAR SPJ
ara

nta

)O.dr

lral

uar

asa

.tas

:na

: 1 (Satu) Bundel

: Laporan Surat P€rtanggung Jawaban (SPJ)

Periode ..... (Bularr, Tahun) Kcg.
Kcgiatan)

IGpada

Yth. Kcpala SKPD

IGbupaten B€ngkulu Utara
di-

TruPAT

2OB.

[Nama

Beraama ini kami sampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegrstan
untuk periode Butan ...,............. yang Eencakup junlah uang sebcsar : Rp.

sebagai berikut :

lak
PPTK

KODE REXEI{IIIG
BELAITJA URAIATT

JI'II.AN
TERIIA

(RPI

JI'XLTE
YO DI ,

sP.rxAlt
(RPI

SALDO

(RPIro

I

3

4

dst

JUULAII

IIIIIIII
IIIIIIIIII

IIIIIIII
IIIII

IIII
EIIII

II
II

r

Terbilang

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
M IAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SBTDAKAB BENGKULU UTARA

I DANIAL., S.H., M.Hum
NrP. 19690423 200212 1003

Nomor
Ia.mpiran

Perihal

NIP.

I
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 'I'P^LIUI{ 2OL7
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format L.aooran Kendali Kesiatan

LAP'ORAN KENDALI KEGIATAN

SKPD
KEPALA SKPD
KEGI,ATAN
PPTK
BEND. PENGELUARAN
BUI.AN

{Nama SKPD)
(Nama Kepala SKPD)
(Nama Kcgiatan)
(Nama PPTK)
(Nama Bendahara Pengeluaran)
(Nama Bulan SPJ)

NO
KODE RINEMI{G

BELANJA
I'RAIAII PAGU

AXGGANAI'I
JI'ULAH YAIIG DI
APJI(AN BLII TM

JI'UL/IH YG DI
SPJI(AN BLN L,IILU

AISA
AIYCGARTN

I 2 2 4 5 7 8 9=5+7 10=6+8 1l-4-9-10
I
2

dst
Jumldh

PPTK

NIP

teaggel buhn tahua

Etaf AdBhlltrarl Kcualgan

NIP

SETD BENGKULU UTARA

ANDI DANIAL., S.H., M.Hu!O
NIP. 19690423 200212 L OO3

JLf YG DI 8P.'EAI{ 8/D
BLII IlU

6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

brr*'

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 TA}{UN 2OI7
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
35 TAHUN 2014 TEI.TTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format Rincian Peneeluaran Perkeeiatan

RINCIAN PEITGELUARAN PERKEGIATAN

SKPD
ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN

Rp...........
(Nama SKPD)
(Jumlah Anggaran)

. (Tahun Anggaran)

I

PEzuODE BULAN

PPTK

Periode

JUMLAH BULAN INI
JUMI,AH S/D BULAN T,ALU
JUMI.AH SEMUA

Rp

Rp

JUMI,AH BULAN INI
JUMI,AH S/D BULAN LALU
JUMLAH SEMUA
SALDO

-Rp
-Rp

tanggal/ bulan/ tahun

Rp
RD

Rp
Ro- ED

Rp
Rp

Etef Adnlnlrtnrl Xcueagen

NIP

PE.r{GELUARAI{PEITERIUAAIT
JI'ULAH

LA rrP/cu/TuJI'ULAH REKErING URAI,ANNO TGL TERIIIA DAI{A

7 85 6I c J 4
I
o

dst

NIP

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
S B BENGKULU UTARA

ANDI DANIAL.. S.H., M. Hum
NrP. 1969042s 200212 1 OO3



I,AMPIRAN TV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 TAHUN 2OI7
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU [.TTARA

Format Rekap Paiak
REKAP PA'AT

TATII'IT AT(X}ANAT 2OE
SKPD

KEPATA SKPD

BENDAHARA PENOELUARAN

BULAN
NAMA/KODE KEOTATAN

(Di isi Nama SKPD)
(Di lei Nama Kepala SKPD)

( Di isi Nama Bendahara Pengeluaran)
( Di Isi Masa Pajak)
( Di isi Nama dan Kode Kegietan)

l{o
ProgrrE KcghtaB

Jurnlsh
Belrqr.

l{eme

RcLanrn/BaDdaharr

P&J.r
PPH
Frn.l

Kct

llaDr Kodc Nqma PPIT
PPII
2l

PPH
22

rTPII TGL

I 3 4 5 6 7 8 9 lo l1 t2 l3 l4 15

1

,
Dst

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB BENGKULU UTARA

D DANIAL. . S.H.. M.Hum

E ;iHNP !

Kodc

IIFPP

Rctrnr!/Bcudrhrn PPII23

1

Jumlah

rr-
I

PPTK

rIP. ..........,..,.......,.-,.

BUPATI BENGKULU I.}TARA,

ttd
MIAN
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 22 "IAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format Daftar Honorarium

Daftar

Dasar

( Diisi Nama Honor TtM Kegiatan, untuk bular......)

( Diisi Nama SK, Nomor SK dal Tanggal SK)

KodG RGlcrlng :

I

NO NAIITA/NIP/ NPWP JAAATAJT DALT.![
KEGIATAII

JML. HOITORARIUM
PER BULAII

IIOXORARIT'U
BULllt ........

Potolgrn hh
P.. 2r (......%l

JUULAII BERAIH
YAI{G DITERII,IA TAI'IDA f AI{GAII TERIMA

I

2

3

Juml,ah:

,rumlah T.rbtlang:

PPTK

:!ll:!Il:!:!!
l{P. .....,........

trn8Srl buh8 trhu!

Staf A.lElnl3tntl Kcurngaa

NIP. ............,.

BUPATI BENOKULU UTARA,
ttd

MIAN
Salinan Seruai Dengan AelinYa

KEPA["{ BAGIAN HUKUM
SENDAI(AB BENGKULU I./TARA

NIP. 19690423 200212 | OO3



I.A.MPIRAN TV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN2OIT
TENTANG PERI,'BAI{AN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOI,qAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format t aporan Pelaksanaan Al(ivitas

PTMERINTAH I(ABI'PATTN BENGKT'LU UTARA

ARGA MAKMUR

LAPORAN PELAKSANAAN AXTTVITAS

Atas Hoaorarlum Bulan. Tahun Anggaran 2OE

Dasar SK Tim......................Nomor.....................Tanggal
kami laporkan Laporan Aktivitas yang telah dilalcsanakan sebagai berikut:

dapat

Dst...

Demikian kami laporkan dan terimalasih.

Arga Makmur, 2Orrr.

1

2
3

Yarrg Melaporkan,
PPTK

NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPAIABAGIAN HUKUM

SETDAKAB BENGKULU UTARA

DI DANIAL.. S.H.. M.Hum
NIP. 19690423 200212 I 003

lKoP SKPDI

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas/Badan/Kantor
Perihal : laporan Aktivitas

Mengetahui,
Selcetaris/ Kabag/ Ikbid

Selaku Koordinator

NIP.

BUPATI BENGKIJLU UIARA,

ttd

M IAN

AN/



LAMPIRAN IV PERATI,'RAN BT'PATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TEI,ITANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN
2OI4 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Format Rincian Obvek Belania

RINCIAN OBYEK BEI"ANJA

SKPD

KODE REK

OBYEK BEIANJA
NILAI ANGGARAN

PERIODE /BUIAN

.....-... (Diisi Nama SKPDI

......... (Diisi Kode Rekening)

......... (Diisi Objek Belanja)

......... (Diisi Nilai Anggaran)

......... (Diisi Periode SPJ)

NO I'RAIAIT I{OUOR BI'XTI
LA UPI@IJITU

I

2

dst

Jumtrah Bulan Lalu

Jumlah Bulan ini

Jumlal s/d Bulan ini

tanggal bulan tahun

PPTK

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M IAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAI,A BAGIAN HUKUM
BENGKULU UTARA

I DANIAL. . S.H.. M.Hum
NIP. 19690423 200212 I 003
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LAMPIRAN tV PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2OTT
TEMANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BT'PATI NOMOR 35 TAHUN 2014
TEMANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOT^AAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

l

I

Format Elerita Acara Negoaiaai HarEa

DINAA/BA.DAN/KAIITOR XABI'PATIII BEITGKI'LU I'TARA

PE.'ABAT PEITGADAAIT BARATTGUJIIAA

tt.Elrr ATGGARIT ........

Pada hari ini .......... tangml

BERIIA ACARA IEqOAIASI E4EOA

Nomor :

Bulan Tahun ....-.....-., Jrang bcrtarda taJtgal dibarah ini :

NaItla
NIP
Jabatan
Alamat

Pejabat Pengadaan Baran&/Jasa

Berdasarkar Survcy Harga yaEg telah dilakukan tcrhadap Perusahasn/Toko .......... Tanggal......Pejabat
PenSadaan tel,ah melakulGn Negosiasi Harga untuk Kegiatan TA. ...... dcngan haail scbagai berikut ;

Demikian Bcrita Acara Negosiasi Harga ini dibuat deDgan seban&mya tanrpa eda pelcaan dan dapat dtadikar
bahan proses selanjutnya.

tanggal bul,ar tshun

--.....-.... (Nanw Pengedia) Pejabat Pengadaan Baran&/Jasa

Ih,mo, LcnokaD

Jabatan

I,kio Lan,qkq.o

C tztar.; Negosiasi dil4raLksn b .a diryrlukan

1

dst

BUPATI BENGKULU LTTARA,

ttd

M IAN
Salinal Sesuai Dengan Aslinya

KEPAL,A BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

H. M.H
NrP. 19690423 2002L2 | OO3

Naua Perusahaan/Toko
Nama Pemilik
NPl{/P

i Namat

NIP.

brQ



IAMPIRAN ry PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHUN2Ol7
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATUMN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGEI,OIAAN KEUANGAN DAERAH
KABI,'PATEN BENGKULU LITARA

Format LaDoran Perialanan Dinas

PEMERINTNI I(ABIIPATEN BENGKTILU UTARA

lKoP sreDl
ARGA MAKMUR

Kepada
Pedhal

LAFORAIT PER^IALI\NNT DINAS

Yth. Bapak Kcpala Dinas/Badan/Kantor
Laporan hasil Perjalanar Dinas ke Tanggal.

Dasar Surat Tugas Kepala Dinas/Badan/Ikotor
Perihal Dapat kami laporkan hasil pql'alanan dinss sslegei

berikut :

Dst

Demikian kami laporkan dan terimakasih.

Arga Makmur, 2O:o<.

Yang melaporkan,
Nea.a:

NIP :

2. Narna :

NIP:

3. Nama:
NIP :

Tanggal

1

a

3

1

2

3

BUPATI BENGKULU I'TARA,

ttd

MIAN
Sa.linan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAT,A BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ID .H. M H
NIP. 19690423 200212 t Oo3

1.



I.A.MPIRAN Ix PERATURAN BI,JPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 TAHI'N 2OU
TENTANG PERI,JBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014
TETiITANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DAERAH
KABI,'PATEN BENGKULU UTARA

gposito

. Dalam rangka pelaksanaan manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat melakukan

Investasi Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito.

l. Investasi Uang Daerah dalam b6ntuk deposito dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito;

b. Bendahara Umum Daerah (BUD) mengajukan permohonan Investasi Uang Daerah

dalarri pentuk deposito yang mencantumkan jenis Investasi, nominal, dan Bank

yarrg ditunjuk;
c. Surat persetujuan Kepala Daerah tentang Investasi Uang Daerah dalam bentuk

deposito;

d. Berdasarkan surat persetujuan Bupati tentang Investasi Uang Daerah dala.rr

bentuk deposito, maka BUD memerintahkan kepada Kuasa BUD agar

melaksanakan pemindahbukuan dana dari Rekening I(as Umr.rm D4erah ke

Rekening Deposito yang ditunjuk;
e. Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening l(as Umum Daerah

ke Rekening Deposito pada Bank Umum yalg ditunjuk.

BUPATI BENGKI.'LU UTARA,

ttd

M IAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPA].A BAGIAN HUKUM
SETD BENGKULU UTARA

ANDI DANI.AL.. S.H.. M.Hum
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L,AMPIRAN X PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 22 Tt.}IIdN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGEI,OI,^AAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKI,JLU IITARA

merintah Daerah Bengkulu Utara akan melakukan implementasi transaksi non tunai
cara bertahab. Adapun tahab awal pelaksanaan akan di implementasikan pada:

1. Pembelian Bahan Bakar Minyal (BBM) dengan menggunakan Voucher atau

sejenisnya;

2. Pembayaran pada pihak ketiga harus melalui proses pemindahbukuan dari giro

Kas Daerah ke giro pihak ketiga;

3. Pembayaran gqfi dengan menggunakan cek dan transfer langsung ke rekening

masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima;

4. Dalam hal penerimaan I(as Daerah (khusus retribusi) bendahara pcnerima hanya

menerima buldi transfer bank atas sejumlah yang disetor oleh petugas

pemungut/Badan usaha/Pemilik usaha.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAI,A BAGIAN HUKUM
]ETDAKAB BENGKULU UTARA

ANDI DANIAL. . S.H.. M.Hum
NrP. 19690423 200212 | OO3
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LAMPIRAN xI PERATURAN BUPATI BENGKI,'LU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2OT7
TENTANG PERUBA}IAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2OT4
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DAERAH
KABI,'PATEN BENGKI,JLU UTARA

Kuasa Pengruna Ancsaran

1. Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya

dapat melimpahkan sebagian kewenanganya kepada unit kerja SKPD selaku Kuasa

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

2. Pelimpahan sebagian kewnangan berdasarkan kewenangan tingkat daerah, besaran

SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentan

kendali dan/atau perkembangan objektif lainnya.

3. Pelimpahan sebrgan kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepada

SKPD.

4. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja;

b. Melaksanakan anggararl unit kerja yang dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahlmn pembayaran;

d. Pengadaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas .rnggaran

yang telah ditetapkan;

e. Menandatangani SPM LS dan SPM TU;

. f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaxan Lainnya berdasarkan kuasa

yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

5. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya pada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

6. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak

sebagai pejabat pembuat komitmen.

7. Melakukan tindakan-tindakan keuangan yang dilimpahkan oleh Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang.

BUPATI BENGKI,JLU UTARA,

ttd

M IAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAI,A BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

. S.H.. M.Hum
NIP. 19690423 200212 t OO3
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